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ABSTRAK 
 
Tesis ini meneliti masalah Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan terhadap Tindak Pidana 
Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak). Dari hasil penelitian 
mengunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Dampak negatif 
dari disparitas pemidanaan putusan majelis hakim pengadilan merupakan salah satu 
bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas 
pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi 
pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan diskresi hakim dalam 
menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas 
pidana membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat terhadap hukum dan 
peradilan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan semakin 
menurun maka akan  memunculkan perbuatan main hakim yang bertentangan dengan 
kaidah Negara hukum (the rule of law). 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas 
putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana 
kejahatan di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
adalah dimulai dari hukum sendiri. Didalam undang-undang perikanan, hakim 
mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang 
dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif maupun kumulatif di 
dalam pengancaman pidana. Selain itu juga bersumber dari faktor hakim, baik yang 
bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku 
sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau 
personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar 
belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial hakim. Juga terkait 
dengan anutan falsafah pemidanaan klasik dalam pengaturan sistem pemidanaan, 
ketiadaan pedoman pemidanaan, dan ketiadaan patokan pemidanaan dalam KUHP 
maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 3. Upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan 
ke masa depan adalah dengan meminimalisasi disparitas pemidanaan. Untuk itu 
diperlukan penghayatan hakim yang mendalam terhadap asas proporsionalitas antara 
kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan 
kepentingan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara agar dapat menerapkan 
pemidanaan secara tepat, serasi (consistency of sentence) dan berkeadilan. 
Selanjutnya direkomendasikan perlu dieliminir kelemahan-kelemahan dalam proses 
pengaturan dan proses penegakan hukum pidana di bidang perikanan selama ini. 
Kata Kunci : Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Kejahatan Bidang 
Perikanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
This thesis examines the problem of Disparities Judgments Fisheries Code of Crimes 
against the Fisheries Sector Under Law Number 49, 2009 on Fisheries (Fisheries Case 
Studies At Pontianak Court). From the results of research using normative legal 
research methods can be concluded: 1. The negative impact of the disparity court 
judges decision is one form of injustice done to the judge seeking justice. Disparities 
also brings problems of its own criminal law enforcement. On the one hand, different 
criminal / penal disparity is the discretion of judges in decisions, but on the other hand a 
different criminal / penal disparity brought to the prisoners and the public dissatisfaction 
with the law and the judiciary. If public confidence in the legal and judicial declining it will 
bring vigilante actions are contrary to the rules of state law (the rule of law). 2. Factors 
contributing to the disparity in the decision of the judge in the criminal fines imposed 
sanctions against crimes in the field of fisheries based on Law Number 45, 2009 is the 
beginning of the law itself. In the fisheries law, the judge has very broad freedom to 
choose the type of offense (straafsoort) desired with respect to the use of alternative or 
cumulative systems in the criminal threats. It also comes from the judge factors, both 
internal and external that can not be separated because someone had glued As with 
attributes called human equation (human trial) or the personality of the judge in the 
broad sense regarding the influence of the influence of social background, religious 
education, experience and social behavior of judges. Also related to the criminal 
conviction classical philosophy in setting punishment system, the absence of sentencing 
guidelines, and the absence of a benchmark sentencing in the Criminal Code and the 
laws outside the Penal Code. 3. Efforts to be made to streamline enforcement of crimes 
in the field of fisheries into the future is to minimize criminal disparities. It required a 
deep appreciation of the judges of the principle of proportionality between the public 
interest, the interests of the State, the interests of the criminal and the interests of the 
public interest, the interests of the State in order to apply the appropriate punishment, 
harmony (consistency of sentence) and the righteous. Further recommend need 
eliminated weaknesses in the regulatory process and the enforcement of criminal law in 
the field of fisheries over the years. 
Keywords: Disparities Judgments of Crimes Fisheries and Fisheries Sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak hanya mengatur semua kegiatan 
yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, tetapi secara 
khusus mengatur pula tindak pidana di bidang perikanan, kewenangan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan :  
a. Pengaturan Pengadilan Perikanan ditempatkan pada Bab XIII Pasal 71 dan 71 A; 
b. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan pada Bab XIV 
dari Pasal 72 sampai Pasal 83, dan ; 
c. Ketentuan Pidana pada Bab XV dari Pasal 84 sampai Pasal 105.  
Akan tetapi dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang 
berkenaan dengan Pelanggaran Pasal 92 s.d. Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 
ternyata masih menimbulkan polemik. Menurut bunyi normanya, ketentuan  Pasal 
92 s.d. Pasal 94 diformulasikan bersifat kumulatif, tetapi dalam penerapannya 
justru “alternatif”.  
Selengkapnya Pasal 92 s.d. Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 menyatakan 
sebagai berikut: 
Pasal 92 
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.  
Pasal 93 
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak 
memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
  
(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan 
berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki 
SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera 
Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang 
tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di 
ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
 
Pasal 94 
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan 
ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar 
lima ratus juta rupiah). 
Pasal 94A 
Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI 
palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
Tampak jelas dari formulasi sanksi berdasarkan Pasal 92 s.d. Pasal 94 di 
atas adalah kumulatif (bukan alternatif), tetapi menurut praktiknya ternyata 
diterapkan alternatif, karena hanya menerapkan sanksi pidana denda tanpa 
pidana penjara serta bersifat disparitas jumlah dendanya. Hal ini dapat 
dicermati antara lain berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Perikanan 
Pontianak sebagaimana tersebut di bawah ini:  
1. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
12/Pid.Prkn/2009/PN.PTK tanggal 24 Nopember 2009, yang diperkuat Putusan 
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 09/PID/2010/PT.PTK  tanggal 28 Januari 
2010, dalam amarnya menyatakan: 
a) Mr. PE FU CHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana perikanan, yaitu : “Dengan sengaja  di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan mengoperasikan kapal 
  
penangkap ikan menggunakan alat tangkap terlarang/Trawl di wilayah 
perikanan Republik Indonesia.”  
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mr. PE FU CHANG dengan pidana 
denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), dengan 
keterangan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 
(tiga) bulan. 
c) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Gui Qin Yu 12661 yang 
terbuat dari besi berukuran 300 GT dirampas untuk Negara.  
 
2. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
17/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 24 Nopember 2009, yang diperkuat 
Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 10/PID/2010/PT.PTK  tanggal 28 
Januari 2010, dalam amarnya menyatakan: 
a) Mr. CHEN JIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana perikanan: “Dengan sengaja  di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia di ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan dengan sengaja 
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah 
pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI dengan tidak memiliki SIPI 
dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di 
ZEEI membawa dan menggunakan alat tangkap terlarang”.  
b) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp. 
1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan keterangan apabila 
sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 
kurungan 3 (tiga) bulan. 
c) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit KM Gui Bei Yu 60016 yang 
terbuat dari besi berukuran 300 GT dirampas untuk Negara.  
 
Terlihat dari putusan di atas, hakim tidak menerapkan sanksi pidana penjara, 
tetapi hanya menerapkan sanksi pidana denda. Padahal seharusnya kedua sanksi 
tersebut diterapkan secara bersamaan karena sifatnya yang kumulatif. Kondisi 
tersebut, dapat berpengaruh negatif terhadap efektifitas penegakan hukum tindak 
perikanan baik tujuan prevensi umum maupun efek jera terhadap pelaku tindak 
pidana perikanan. 
Adanya persoalan diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui 
penelitian tesis dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN 
PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN BIDANG PERIKANAN 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG 
PERIKANAN (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak). 
  
B. Rumusan Masalah 
1. Mengapa terjadi disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ? 
2. Apa dampak negatif dari disparitas putusan pemidanaan majelis hakim ? 
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak 
pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan majelis hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di 
bidang perikanan  
 
Seperti dikemukakan pada Bab I Pendahuluan, bahwa berdasarkan Pasal 92 
s.d. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, formulasi sanksi terhadap 
tindak pidana perikanan adalah kumulatif (bukan alternatif), tetapi menurut 
praktiknya ternyata diterapkan alternatif, karena hanya menerapkan sanksi 
pidana denda tanpa pidana penjara serta bersifat disparitas jumlah dendanya. 
Kenyataan itu dapat dicermati dari sejumlah Putusan Pengadilan Perikanan pada 
Pengadilan Negeri Pontianak, antara lain sebagai berikut: :  
3. Perbuatan sama melanggar Pasal 92 dan Pasal Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 
Tahun 2009, tetapi penerapan sanksi berbeda : 
a. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
17/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 24 Nopember 2009, yang diperkuat 
Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 10/PID/2010/PT.PTK  tanggal 
28 Januari 2010, yang menghukum Terdakwa Mr. CHEN JIAN dengan 
denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan 
keterangan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti 
dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan, karena terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan: “Dengan sengaja  
di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di ZEEI melakukan 
usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan 
dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di 
wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEEI dengan tidak 
memiliki SIPI dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia di ZEEI membawa dan menggunakan alat tangkap terlarang”. 
Perbuatan Mr. CHEN JIAN tersebut jelas melanggar Pasal 92 dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan 
  
Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Tetapi Majelis Hakim 
Pengadilan Perikanan, tidak menerapkan sanksi penjara, melainkan hanya 
menerapkan sanksi pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (Satu Milyar 
Rupiah), yang lebih rendah (hanya 5%) dari sanksi pidana denda maksimal 
Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).  
b. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
21/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 21 Juni 2010, yang Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa NGUYEN TU dengan pidana denda sebesar Rp. 
10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 
(enam) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana Perikanan, yaitu : “Secara bersama-sama bersalah 
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dan secara bersama-sama 
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 
melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki SIUP, 
dan secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap 
ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan  sumber daya ikan di 
Kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. 
Perbuatan NGUYEN TU tersebut jelas melanggar Pasal 92 dengan ancaman 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan Pasal 93 
ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah). Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Perikanan, tidak 
menerapkan sanksi penjara, melainkan hanya menerapkan sanksi pidana 
denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah), yang lebih 
rendah (hanya 50%) dari sanksi pidana denda maksimal Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
  
c. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
04/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 18 April 2011, diperkuat Putusan 
pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 104/PID.SUS/2011/PT.PTK., tanggal 27 
Mei 2011, yang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. LE VAN THONG 
dengan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua 
Ratus Juta Rupiah) karena secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana perikanan: “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia di ZEEI melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan mengoperasikan kapal 
penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI”. 
Perbuatan Mr. LE VAN THONG tersebut jelas melanggar Pasal 92 dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan 
Pasal 93 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Tetapi Majelis Hakim 
Pengadilan Perikanan, tidak menerapkan sanksi penjara, melainkan hanya 
menerapkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu 
Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang lebih rendah (hanya 6%) dari sanksi 
pidana denda maksimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
d. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
20/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 22 Desember 2011, yang Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa Mr. BACH THANH HAI dengan pidana denda 
sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), karena terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut serta 
melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia di ZEEI tanpa memiliki SIUP, dan Turut serta 
melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia di ZEEI yang tidak memiliki SIPI dan Turut serta 
menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang 
  
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”. Perbuatan Mr. 
BACH THANH HAI tersebut jelas melanggar Pasal 92 dengan ancaman 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan Pasal 93 
ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua 
puluh miliar rupiah). Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Perikanan, tidak 
menerapkan sanksi penjara, melainkan hanya menerapkan sanksi pidana 
denda sebesar Rp. Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang lebih 
rendah (hanya 5%) dari sanksi pidana denda maksimal Rp. 20.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah). 
4. Penerapan sanksi denda lebih berat melampaui ketentuan pidana denda 
maksimal, yaitu : Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri 
Pontianak Nomor: 12/Pid.Prkn/2009/PN.PTK tanggal 24 Nopember 2009, yang 
diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 09/PID/2010/PT.PTK  
tanggal 28 Januari 2010, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mr.PE FU 
CHANG dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar 
Rupiah), dengan keterangan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan 3 (tiga) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana perikanan, yaitu : “Dengan sengaja  di wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP, dan mengoperasikan kapal 
penangkap ikan menggunakan alat tangkap terlarang/Trawl di wilayah perikanan 
Republik Indonesia.” Perbuatan Mr. PE FU CHANG tersebut jelas melanggar 
Pasal 92 UU No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 
8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus juta rupiah)”. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Perikanan, 
ternyata tidak menerapkan sanksi penjara, melainkan hanya menerapkan 
sanksi pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) yang 
melampaui (50%) ketentuan sanksi pidana denda maksimal Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Penerapan sanksi 
  
pidana denda yang melampaui ketentuan pidana denda maksimal tersebut, tidak 
dikemukakan dasar pertimbangannya oleh Majelis Hakim. 
5. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
09/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 5 Mei 2011, yang Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa NGUYEN VU TUNG dengan pidana denda sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Karena terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan: “Turut serta 
melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang 
petangkapan ikan tidak memiliki SIPI dan turut serta menggunakan SIPI Palsu, 
dan turut mengop[erasikan kapal ikan berbendera asing melakukan 
penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, dan turut serta membawa 
dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan, di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia”. Perbuatan NGUYEN VU TUNG tersebut jelas 
melanggar Pasal 92 dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 
juta rupiah)”. dan Pasal 94A memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, 
SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UU No. 45 
Tahun 2009 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tetapi Majelis 
Hakim Pengadilan Perikanan, yaitu: tidak menerapkan sanksi penjara dan 
hanya menerapkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua 
Milyar Rupiah), yang lebih rendah (10%) dari sanksi pidana denda maksimal 
Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 
6. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 
07/PID.PRKN//2009/PN.PTK, tanggal 5 Mei 2011, yang Menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa DOAN HONG NHANG dengan pidana denda sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah),  karena terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan: “Turut serta dengan 
sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha 
  
perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP dan tindak pidana 
turut serta mengoperasikan kapal ikan (Vietnam) berbendera Indonesia 
melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan 
Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan tindak pidana turut serta dengan 
sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/alat bantu penangkap ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, di kapal penangkap 
ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”. Perbuatan DOAN 
HONG NHANG tersebut jelas melanggar Pasal 92 dengan ancaman pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan 93 ayat (1) UU No. 
45 Tahun 2009 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Tetapi Hakim Pengadilan Perikanan, tidak menerapkan sanksi penjara, 
melainkan hanya menerapkan sanksi pidana denda sebesar Rp. 
2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), yang lebih tinggi dari sanksi pidana 
Pasal 92 namun sama dengan sanksi pidana denda maksimal Pasal 93 ayat 
(1).Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Lantas, apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan oleh 
Hakim? Menurut Muladi,1 disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Didalam 
hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk 
memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan 
penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana dalam Undang-
Undang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan pasal 188 KUHP, 
yang bunyinya adalah sebagai berikut: 
“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, 
ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidnna denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya 
umum- bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa 
orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” 
 
                                               
1 Muladi, 1985. Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Masalah-masalah Hukum, Semarang : 
Fakultas Hukum UNDIP, Hlm. 52. 
  
Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami adanya beberapa pidana pokok 
yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. 
Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping 
itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (starmaat) yang akan 
dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang undang hanyalah maksimum dan 
minimumnya saja. 
Sehubungan dengan kebebasan hakim ini, Sudarto menyatakan bahwa: 
“kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, 
sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan 
mendatangkan perasaan tidak sreg (onbehagelijk) bagi masyarakat, maka 
pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan 
mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya 
sama sekali”.2  
Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada 
hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-
faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun 
eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpbaku sebagi atribut 
seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality 
of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang social, 
pendidikan agama, pengalaman dan perilaku social. Hal-hal itu yang seringkali 
memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman 
daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang 
bersangkutan.3 
Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik berpendapat 
bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Seorang hakim yang memandang 
bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran positif akan memidana lebih berat 
sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan. Jadi 
yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim 
yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan 
                                               
2 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1977, Hlm. 61. 
3 Ibid. 
  
lagi kejahatan tetapi kepada sipenjahat itu sendiri. Jadi pemidanaan harus sesuai 
dengan penjahat. 
B. Dampak negatif dari disparitas putusan pemidanaan majelis hakim 
pengadilan pidana 
 
Menurut Devi Darmawan,4 “disparitas pemidanaan merupakan bentuk dari 
ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat 
tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan 
bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia”. 
Lebih lanjut Devi Darmawan menjelaskan, disparitas pidana juga membawa 
problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi 
pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim 
dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas 
pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada 
umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh 
masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 
ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan 
masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga 
terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai 
rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem 
peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih 
memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. 
Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga 
bertentangan dengan konsep rule of law yang dianut oleh Negara yang 
pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan 
adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Apa 
yang akan terjadi jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum? Tidak 
sampai disitu saja, konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciri 
Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, 
dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta 
                                               
4 Devi Darmawan, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 7 Ontober 2010. 
devidarmawan.wordpress.com/./ diakses 5 Februari 2013. 
  
tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap 
sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang 
berbeda. Misalnya dalam kasus perkosaan yang sifat dan karakteristikanya sama, 
tetapi hakim menjatuhkan pidana yang jauh berbeda.5  
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi 
Arief, bahwa: “Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian 
merasa menjadi korban terhadap judicial caprice akan menjadi terpidana yang tidak 
menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan 
salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu 
persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari 
kegagalan suatu sistem unutk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara 
hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana 
disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti 
rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus 
yang sebanding”.6  
Karena itu, disparitas pemidanaan merupakan permasalahan pada 
pemidanaan. Hal ini dapat dilihat dari diangkatnya permasalahan tersebut dalam 
musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur 1975, 
Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta Tahun 1992. 
Adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum  juga mendapat 
tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam salah satu tulisannya 
menyatakan bahwa: “Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran 
jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar 
melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi 
sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan 
keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat 
dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan 
                                               
5 Ibid. 
6 Muladi-Barda Nawawi Arief, Op. Cit.Hlm. 54. 
  
bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang 
diberikan oleh hakim”.7  
Pendapat Harkristuti Harkrisnowo tersebut merupakan salah satu 
pembenaran bahwa disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan 
yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula 
dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian 
hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah 
yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh Hakim dalam 
menegakkan hukum. Sungguhpun demikian, disparitas pidana tidak hanya terjadi di 
Indonesia, yang termasuk keluarga hukum eropa continental, yang tidak mengenal 
sistem presedent. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. 
Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity of sentencing 
mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam 
sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.8  
C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum 
tindak pidana kejahatan bidang perikanan ke masa depan  
Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada ahli 
hukum yang sangat kritis terhadap masalah disparitas putusan pengadilan, namun 
ada pula ahli hukum yang tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu 
kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut 
Oemar seno Adji disparitas di dalam pemidanaan : (1) dapat dibenarkan terhadap 
penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut 
harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas; (2) apabila itu 
beralasan ataupun wajar.9  
Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan 
pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif 
disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus 
                                               
7 Devi Darmawan, Ibid, mengutip Harkristuti Harkrsnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu 
Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 
2003, (Jakarta:KHN,2003) Hlm..28. 
8 Muladi, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Op. Cit. 
9 Oemar Seno Adji, “Hukum-hukum pidana”, Jakarta, Erlangga, 1984, Hlm. 28-29. 
  
yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya 
yang rasional.10  
Dari pandangan Oemar Seno Adji, dapat kita lihat bahwa pandangannya 
tentang disparitas pemidanaan merupakan sebuah pembenaran, dengan ketentuan 
bahwa disparitas harus didasarkan pada alasan alasan yang jelas dan dapat 
dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun 
merupaka bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga 
kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang 
dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara 
yang diperiksanya. jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana 
akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat 
terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di 
Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh 
hanyalah upaya upaya dalam rangka meminimalisasi dispatitas pidana yang terjadi 
dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan 
falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita 
gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang 
harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya 
penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan 
masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan 
kepentingan korban tindak pidana.11  
Sehubungan dengan ini hazewinkel suringa dan Remmelink 
menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan 
memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang 
tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama 
sekali adalah tidak mungkin, yang perlu dusahakan adalah pemidanaan yang tepat 
                                               
10 Nurul Widiasih : Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di 
wilayah hukum Bandar lampung. Tesis, Jakarta, Juli 2009. 
11 Muladi, Op.Cit, Hlm. 8-9. 
  
dan serasi (consistency of sentence). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan 
untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip 
kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan 
bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, 
untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan 
bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, 
tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy-“ 
Not making sentence equal, but in making sentencing philosiophies agree” (bukan 
menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).12  
Selain upaya diatas, perlu dicermati kelemahan-kelemahan dalam proses 
(praktek) penerapan hukum pidana di bidang perikanan selama ini. Menurut 
Amalia Diamantina,13 kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam 
prosedur/pengaturan penerapan pidana di bidang perikanan yang bersifat formil, 
adalah karena : 
a. Tumpang tindihnya pengaturan tentang kewenangan (kompetensi) dalarn hal 
penyidikan. 
b. Kekaburan/ketidakjelasan dan peraturan perundang-undangan di dalam 
'mengatur prosedur penyampaian berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
dalam tahap penyidikan. 
c. Pembagian tugas yang tidak jelas batas dan ruang lingkupnya. 
d. Dasar yuridis yang tidak seragam, masing-masing pihak yang terkait di dalam 
penerapan hukum pidana di bidang perikanan, lebih terorientasi pada 
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi induknya. 
Kelemahan-kelemahan lainnya dalam proses penegakan hukum tindak 
pidana perikanan adalah::14 
a. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan 
hukum pidana di bidang perikanan. 
b. Pengorganisasian sistem peradilan pidana yang belum menggambarkan 
kinerja yang terpadu (integral). 
                                               
12 Oemar Senoadji, Op.Cit, Hlm. 24. 
13 Amalia Diamanta, Penegakan Hukum Pidana Dibidang Perikanan, Tesis, UNDIP, 2001, Hlm. 163. 
14 Ibid. 
  
c. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap substansi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana di bidang 
perikanan. 
Jika dicermati pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana 
perikanan beradasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terkesan 
masih menimbulkan kerancuan :  
1) Di satu sisi berdasarkan KUHAP Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana umum maupun khusus yang terjadi di Wilayah Hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, serta sebagai Koordinator dan Pengawas PPNS. 
2) Namun ternyata untuk tindak pidana perikanan, penyidik POLRI hanya diberikan 
kewenangan terbatas. Penyidik POLRI tidak memiliki kewenangan penyidikan di 
wilayah ZEEI dan Pelabuhan Perikanan.  
3) Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di wilayah territorial 
Indonesia (12 Mil Laut NKRI, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman) 
sepenuhnya merupakan komptensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen 
Kelautan dan Perikanan. 
4) Sedangkan di wilayah ZEEI menjadi kewenangan TNI-AL dan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan.  
Dalam proses penegakan hukum tindak pidana perikanan, juga bisa terkait 
dengan masalah keamanan laut, 15 seperti : (1) pembajakan, perompakan, sabotase 
maupun aksi teror bersenjata; (2) ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi 
geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga 
membahayakan keselamatan pelayaran; (3) Pencemaran dan perusakan ekosistem 
laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. Sehingga memerlukan 
langkah-langkah koordinasi yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Sebagai contoh, 
TNI Angkatan Laut diberikan kewenangan selaku penyidik tindak pidana tertentu di 
laut berdasarkan : 
                                               
15 DISPENAL. Keamanan Laut Tanggung Jawab Siapa? : Hakikat dan makna Laut bagi bangsa Indonesia, 
Artikel, Jakarta, 2002. 
  
1) UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985:  
a) Menjadi dasar hukum bagi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TNI AL 
sebagai pelaksana tugas penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di 
laut.  
b) Pasal 29 UNCLOS memberikan batasan pengertian kapal perang, yaitu kapal 
yang awaknya sebagai aparat penegak kedaulatan dan hukum di laut, 
batasan itu adalah sebagai berikut: Untuk maksud Konvensi ini “Kapal 
Perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu 
negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan 
kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu 
oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas 
militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang 
tunduk pada angkatan bersenjata reguler.  
c) Pasal 111 ayat (5) Unclos 1982 disebutkan bahwa hak pengejaran seketika 
dapat dilakukan hanya oleh kapal-perang atau pesawat militer atau kapal -
kapal atau pesawat udara lainnya yang diberikan tanda yang jelas dan dapat 
dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan 
berwewenang untuk melakukan tugas itu. 
d) Berdasarkan ketentuan pasal di atas, UNCLOS 1982 melalui perundang-
undangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan 
penegakan hukum bagi kapal perang terhadap setiap bentuk kejahatan, 
dalam hal ini adalah tindak pidana di laut. Berkaitan dengan hasil penyidikan 
terhadap tindak pidana di laut, maka Perwira TNI AL langsung menyerahkan 
kepada penuntut umum, tidak perlu melalui penyidik Polri seperti halnya 
PPNS.  
e) Hasil penyidikan Perwira TNI AL tidak disampaikan kepada penyidik Polri 
seperti halnya PPNS, tapi langsung disampaikan kepada penuntut umum. 
Pertanggungjawaban hasil penyidikan masing-masing aparat penyidik 
kepada satu instansi tertentu tidak ada, karena PPNS hanya berkoordinasi 
dengan penyidik Polri, dan penyidik TNI AL berdiri sendiri sehingga masing-
masing menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum.  
  
2) Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa selain penyidik POLRI sebagaimana 
diatur dalam pasal 6 KUHAP, terhadap perkara-perkara khusus berlaku pula 
ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang tersebut sampai dengan ada perubahannya.  
3) Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 
menyatakan : Penyidik dalam wilayah perairan Indonesia, Zone Tambahan, 
Landas Kontinen, dan ZEEI, dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik 
lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya.  
4) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI 
menormatifkan, aparat penegak hukum di bidang penyidikan di wilayah ZEEI 
adalah perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab.  
5) Penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara RI, merumuskan bahwa ketentuan Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada POLRI dalam 
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, namun demikian hal 
tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki 
oleh penyidik lainnya, sesuai dengan peraturan per undang-undang yang 
menjadi dasar hukumnya masing-masing.  
6) Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa salah satu 
penyidik berdasarkan ketentuan tersebut adalah perwira TNI AL yang ditunjuk 
oleh Panglima ABRI.  
7) Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, 
menyatakan bahwa Perwira TNI AL tertentu yang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik selain penyidik pejabat POLRI dan pegawai negeri sipil tertentu 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran.  
8) Pasal 40 Ayat (5) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dikaitkan dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, maka 
  
Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak 
pidana lingkungan hidup diperairan Indonesia, ZEEI dan Landas Kontinen. 
9) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : 
(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia;  
(2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang 
terjadi di ZEEI. 
Dari hasil pengamatan peneliti selama berdinas di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kalimantan Barat, mengindikasikan faktor penyebab sulitnya 
melakukan penegakan hukum tindak perikanan adalah sebagai berikut : 
a. Kapal nelayan asing,  menggunakan berbagai modus untuk mengelabui aparat 
keamanan atau aparat pemerintah Indonesia. Modus yang sering dilakukan 
adalah penggunaan bendera Indonesia, mempekerjakan nelayan Indonesia, atau 
penggunaan nama kapal berbahasa Indonesia. 
b. Kegiatan penangkapan oleh kapal nelayan asing dilakukan pada waktu tertentu, 
terutama pada saat musim barat. Kapal nelayan asing biasanya menggunakan 
kapal berbobot 30 GT yang mampu memecah gelombang setinggi 2 meter. 
Sedangkan kapal patroli biasa akan mengalami kesulitan mengejar kapal pencuri 
ikan di saat musim barat. 
c. Kapal nelayan asing selalu beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan 
internasional, kemudian masuk ke wilayah WPI II dan III, sehingga menyulitkan 
aparat untuk menangkap kapal tersebut. Namun ketika tertangkap mereka 
berdalih tidak sengaja melanggar batas WPI Indonesia untuk mengejar ikan 
karena tidak memiliki radar dan hanya menggunakan kompas.  
d. Di tengah laut, kapal nelayan asing menyebar dengan jarak antara 5-7 mil, 
sehingga menyulitkan PNS DKP dan Petugas Kepolisian untuk menangkapnya.  
  
e. Kapal nelayan asing melakukan transhipment di tengah laut karena memiliki 
jaringan dengan kapal khusus pengumpul ikan, untuk selanjutnya dibawa ke 
negaranya masing-masing. 
f. Kapal nelayan asing memanfaatkan kondisi cuaca buruk di laut, karena dalam 
kondisi yang demikian mereka memprediksikan tidak akan ada kegiatan patroli 
oleh Petugas DKP atau Petugas Patroli Indonesia tidak tahan tehadap kondisi 
cuaca yang buruk. Sementara mereka sebagai nelayan sudah terbiasa dengan 
kondisi cuaca buruk.  
g. Kecepatan kapal nelayan asing lebih tinggi dibanding kecepan kapal patroli 
petugas patroli Indonesia, sehingga tidak mampu melakukan pengejaran dan 
menangkap kapal nelayan asing tersebut.  
h. Selain faktor-faktor di atas, juga mengedepan faktor-faktor yang berkenaan 
dengan masalah keimigrasian dan fasilitas panahanan ABK warga negara 
asing serta pendeportasiannya, penanganann ABK warga Negara Asing yang 
mengidap penyakit HIV/AIDS, dan kelancaran koordinasi antar instansi terkait.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor peraturan 
perundang-undangan, kompetensi aparatur penegak hukum, keterbatasan sarana 
dan parasaran penegakan hukum, modus operandi tindak pidana perikanan, kondisi 
laut, dan fluralisme pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan, 
merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pelaksanaan penegakan 
hukum tindak pidana perikanan. Kondisi tersebut di atas bersesuaian dengan teori 
Lawrence M. Friedman yang menjelaskan efektifitas penegakan hukum ditentukan 
oleh komponen struktur, substansi dan kultur dalam suatu sistem hukum.16  
 
 
 
 
 
                                               
16 Lawrence W. Friedman, American Law An Introduction, Second Edition, diterjemahkan Wishnu Basuki, 
PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, Hlm. 7-8. 
  
BAB III 
P E N U T U P 
 
D. Kesimpulan 
1. Dampak negatif dari disparitas putusan pemidanaan majelis hakim merupakan 
salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari 
keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam 
penegakan hukum. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana 
merupakan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain 
pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi 
terpidana dan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Apabila kepercayaan 
masyarakat terhadap hukum dan peradilan semakin menurun maka akan  
memunculkan perbuatan main hakim yang bertentangan dengan kaidah Negara 
hukum (the rule of law). 
2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah dimulai dari 
substansi peraturan hukum itu sendiri. Di dalam undang-undang perikanan, 
hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana 
(straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif 
maupun kumulatif di dalam pengancaman pidana. Selain itu juga bersumber dari 
faktor hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa 
dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai 
human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang 
menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, 
pengalaman dan perilaku sosial hakim. Juga terkait dengan anutan falsafah 
pemidanaan klasik dalam pengaturan sistem pemidanaan, ketiadaan 
pedoman pemidanaan, dan ketiadaan patokan pemidanaan dalam KUHP 
maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak 
pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan adalah dengan 
meminimalisasi dispatitas pemidanaan. Untuk itu diperlukan penghayatan hakim 
  
yang mendalam terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, 
kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan 
kepentingan masyarakat, kepentingan Negara agar dapat menerapkan 
pemidanaan secara tepat, serasi (consistency of sentence) dan berkeadilan. 
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